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PUTUSAN

Nomor : 25/Pdt.G/2012/PA.Msb.

BISMILAHIR RAHMANIR RAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Msamba yang memeriksa dan mengadili perkara-
perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam

perkara yang diajukan oleh :

, umur 30 fahun, agama islam, pendidikan terakhir
SD pekerjaan urusan rumah tangga betempat tinggal
di Dusun Desa Kecamatan ,

Kabupaten ,selanjutnya disebut Penggugat;
MELA W AN

, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD,
pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Dusun
. Desa Kecamatan ,

Kabupaten ,selanjutnya disebut Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

- Telah memperhatikan buktitertulis Penggugat;

Disclaimer
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TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatanyatertanggal 26

Januaril 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Masamba dengan register perkara Nomor : 25/Pdi.G/2012/PA.Msb,

mengajukan gugatan dengan alasan-alasan yang pada pokoknya

sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah, menikah
pada hari Sabtu tanggal 4 November 2006 di Desa Maramba 1,
Kabupaten Luwu Timur, dengan duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.
21.26.2/PW.01/009/2012 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan
Wotu Kabupaten Luwu Timur;

2. Bahwa pengguat dan tergugat telah hidup sebagai suami istri dan
tinggal di rumah kakak tfergugat di desa Kalaena kiri selama 6 tahun
dan belum dikaruniai anak;

3. Bahwa sejak awal pernikaha rumah tangga penggugat dan tergugat
sering berselisih dan bertengkar disebabkan
- Tergugat sering minu-minuman keras sampai mabuk;

- Tergugat tidak mau mengerjakan shalat lima waktu dan apabila
penggugat menyurruh tergugat shalat, tergugat marah-marah
bahkan tidak segan-segan menempeleng muka penggugat dan
mengusir penggugat;

- Tergugat bila marah sering mengancam dengan parang dan

mengatakan mau membunuh penggugat;

4. Bahwa penggugat pernah mengajukan permohonan gugatan cerai di
Pengadilan Agama Masmba paatahun 2009, akan tetapi penggugat

dan tergugat kembalirujuk;
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5. Bahwa setelah pengugugat dan tergugat kembali rujuk sikap tergugat
tidak pernah berubah, tergugat tetap bersikap kasar dan menyakfi

badan penggugat;

6. Bahwa akibat sifat dan perilaku tergugat tersebut, penggugat takut
dan trauma sehingga pada bulan Desember 2010 penggugat pulang
ke rumah orang tua penggugat di Desa Maramba, namun selama
penggugat tinggal di rumah orang tua penggugat, tergugat fidak
pernah menemui penggugat untuk mengajok penggugat kembali

membina rumah tangga;

7. Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama
1 tahun dan selama berpisah tempat tersebut tergugat tidak pernah
memerikan nafkah untuk penggugat, sehingga untuk memenuhi
kebutuhan sehari-hari penggugat bekerja sebagai pembantu rumah

tangga;

8. Bahwa orang tua penggugat dan tergugat telah berusaha untuk
merukunkan penggugat dan fergugat, akan tetapi penggugat yang
tidak mau lagi membina rumah tangga bersama tergugat, karena
penggugat sudah sakit hati dengan perilaku tergugat yang sering
menyakiti badan penggugat :

9. bahwa oleh karena rumah tangga penggugat dan tergugat yang
sudah retak sehingga penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai
dengan tergugat karena apabila rumah tangga tetap dipertahankan

akan mengakibatkan penderitaan yang mendalam bagi penggugat.
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Bahwa berdasarkan uraian-urcian di atas, penggugat memrohon
kepada Bapak Ketua Pengadilan Masamba cq. Maijelis hakim kiranya

memeriksa, mengadili perkara ini dan memutuskan selbagai berikut :
Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;

2. Menyatakanjatuh talaksatu tergugat terhadap penggugat;

3. Memohon Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada
PPN/KUA Kecamatan Kalaena, Kabupaten Luwu Timur, setelah putusan
berkekuatan Hukum tetap untuk dicatat dalam daftar yang disediakan
untukitu;

4, Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Atau jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-
adilnya;

Menimbang, bahwa, pada hari-hari persidangan yang felah
ditetapkan, penggugat datang sendiri menghadap dipersidangan,
sedang tergugat fidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh
orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipaggil
secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti sebagaimana relaas
panggilan yang dicpertama dengan relaas panggilan yang dibacakan di
dalam persidangan dan ketidakhadiran tergugat tersebut ternyata bukan
disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau tidak berdasarkan alasan
yang dibenarkan oleh Hukum dan tidak terbukti pula gugatan penggugat
melawan Hukum, maka sidang tetap dilanjutkan dengan tanpa hadirnya

tergugat;
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Menimbang, bahwaoleh kaena setiap persidangan hanya satu pihak
yang selalu hadir di persidangan, maka mediasi tidak tferlaksanan,
selanjutnya Majlis Hakim berusaha menasehati penggugat agar dapat
kembali rukun mambina rumah tangga dengan tergugat, namun tidak
berhasil dan tetap memeprtahankan isidan maksud gugatannya;

Menimbang, bahwaoleh karena ketidakhadirannya tergugat pula,
maka Majleis Hakim tidak dapat mendengar jowaban tergugat;

Menimbang, bahwa, selajutnya Majelis Hakim memberit ahukan keada
pihak yang berpekara, bahwa seharusnya dengan ketidakhadirannya
tergugat tersebut, tergugat telah dapat dianggap mengakui dalil-dalil
gugatan penggugat, akan tetapi oleh karena perkara ini fermasuk dalam
ruang lingkup sengketa perkawinan, maka Majelis Hakim akan
menerapkan Hukum acara khusus dan tetap membebankan waijib bukfi
kepada pihak pengugat.

Menimbang, bahwa dalam meneguhkan dalil-dalil gugatanya
tersebut, penggugat telah mengajukan alat buktitertulis beruapa Fotokopi
Duplkat Kutipan Akta Nikah Nomor :Kk.21.26.2/PW.01/009/2012 tangggal
4 Nopember 2006 yanga dikeluarkan oleh Kantor Urusam Agama
Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, tanggal 26 Januari 2012
berkode P, surat bukti tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinay
dan telah pula diberi beban bea meterai cukup, sehingga dapat diterima
sebagai alat buktiyang sah.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, penggugat juga
telah mengahdirkan dua orang saksi masing-masing bernama Suharniwati
binti Mursalim dan Hastari bin Ama Purna.

Menimbang, bahwa, saksi yang diagjukan oleh pengguat telah

memberikan keterangan di persidangan secara terpisah di bawah sumpah,
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sedang identitas saksi telah tercatat dalam berita acara persidangan yang
tidak terpisahkan dari putusan ini, pada pokoknya telah menerangkanlah
hal-hal sebagai berikut :

1. Suharniwati binfi Mursalim, umur 32 tahun;

- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tahun 2006 di
rumah orang tua penggugat diDesa Maramba 1, Kabupaten Luwu
Timur;

- Bahwa sefelah menikah, penggugat dan tergugat bertempat
tinggal di rumah kakak kandung tergugata di Desa Kalaena Kiri
selama 6 tahun dan belum dikaruniai anak;

- Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga penggugat dan
tergugat sudah sering fterjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab perselisiahan dan pertengkaran tersebut karena
ergugat sering meminu-minuam keras sampai mabuk, dan jika
tergugat marah, fergugat sering melakukan kekerasan dlam rumah
tanggasepertimenampar atau memukul penggugat ;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat penggugat dan tergugat
bertengkar secara langsung, saksi hanya tahu dari informasi
penggugat, dan hak tersebut telah menjadi pengetahuan umum
masyarakat di Desa Kalaena Kiri;

- Bahwa saksi pernah melihat pengugat pulang ke rumah orang tua
di Desa Maramba dalam keadaan babak belur;

- Bahwa setahu saksi, sifat dan perilaku fergugat memang kuarng
baik, kasar dan kurang sopan terhadap orang lain apalagi terhaap
orang fua penggugat, sehingga saksi dan orang tua

penggugat/saksi tidak terlalu menyukai tergugat;
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- Bahwa pada tahun 2009 penggugat pernah mengajukan gugatan
perceraian ke Pengadilan Agama Masamba, namun perkara
tersebut di cabut karena penggugat dan tergugat sepakat untuk
kembali rukun membina rumah tangga;

- Bahwa sejak penggugat mencabut erkaranya kehiduan rumah
tangga penggugat dan tergugat tidak berubah, terguat tetap
pada sikap dan perilakunya semula;

- Bahwa pada bulan Desember 2010, penggugat pergi
meninggalkan rumah kediaman bersama ke rumah orang tua
penggugat di Desa Maramba 1;

- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah
datang menjemput atau menjenguk penggugat dan fidak pernah
mengirimkan nafkah kepda penggugat;

- Bahwa selama berpisah tempat finggal ini tidak ada tanda-tanda
dari kedua belah pihak untuk baik dan rukun kembali;

- Bahwa saksi pernah menasehati penggugat dan tergugat agar
bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya, akan
tepapi tidak berhasil, karena pengugat tetap bersikeras pada
pendiriannya;

- Bahwa keluarga penggugat sufah brusaha untuk merukunkan
penggugat dan tergugat, namun fidak berhasil dan saksi
menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan penggugat dan
tergugaft;

2. hastari bin Ama Purna, umur 70 tahun,
- Bahwa saksi kenal dengan pengugat karena hubungan keluaraga

semenda;
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- Bahwa saksi kenal dengan tergugat sejak penggugat dan tergugat
menikah.

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suamiistri yang menikah
pada tahun 2006 di rumah orang tua penggugat di Desa
Maramba 1 dan saksi hadir pad saat itu;

- Bahwa penggugat dan tergugat telah mebina rumah tangga di
rumah kakak tergugat diDesa Kalaena Kiri selama 6 tahun;

- Bahwa dari pernikahannya penggugat dan tergugat belum
dikarunaiketurunan;

- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga penggugat dan
tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Desember 2010 antara
penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, dimana
penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama ke
rumah orang tua pengugat diDesa Maramba 1;

- Bahwa penyebab perpisahan penggugat dan tergugat tersebut
disebablan karena sifat tergugat yang suka meminum-minuman
keras hingga mabuk, tfergugat juga suka ringan tangan terhada
penggugat, bahkan tergugat sering mengancam akan membunuh
penggugat jika sudah marah;

- Bahwa hal tersebut saksi ketahui dari informasi pengugat sendiri
yang datang mengadu kepada saksi dan hal tersebut juga sudah
menjadi pengetahuan umum masyarkat di tempat tinggal
penggugat dan tergugat siKalaena kiri;

- Bahwa sejak berpisah tempat tingggal tergugat tidak pernah
datang menjeput atau menjenguk penggugat dan fidak pernah

mengirimkan nafkah kepada penggugat
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- Bahwa selama berpisah fempat tinggal tidak ada tanda-tanda
dari keduanya untuk kembali rukun berumah tangga;

- Bahwa saksi sudah berusaha untuk menasehati pengggugat agar
bersabar, namun tidak berhasil, penggugat sudah fidak sanggup
lagi berumah tangga dengan tfergugat karena tergugat yang fidak
pernah mau merubah sikap dan perilakunya , padahal penggugat
telah member banyak kesempatan, salah satunya dengan
mencabut perkara gugatan cerai yang digjukan penggugat pada
tahun 2009;

- Bahwa keluarga penggugat dan tergugat sudah berusaha
merukunkan keduanya, namun tidak berhasil karena penggugat
sudah tetap pada pendiriannya;

- Bahwa saksi memyatakan tidak sanggup lagi merukunkan
pengugat dan tergugat;

Menimbang, bahwaterhadap keterangan saksi-saksi  fersebut,
penggugatmenyatakan membenarkan, sedang tergugat tidak dapat
didengar tanggapannya karena ftidak pernah hadir di perseidangan;

Menimbang, bahwaselanjutnya penggugat dalom kesimpulannya
menyatakan fidak mengajukan suatu apapun lagi dan hanya memohon
kepada Maijelis Hakim agar segera menjatuhkan putusan terhadap perkara
ini;

Menimbang, bahwatentang jalannya pemeriksaan perkara ini,
semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, selanjutnya untuk
mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada berita
acara persidangan dimaksud yang merupakan bagian yang fidak

terpisahkan dari putusanini.
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TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka
8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009
tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama, permohonan penggygat termasuk kewenaNgan mutlak
(absolute xompetentie) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapatt mengupayaan
perdamaian kepada para puhak berpekara sebagaiman dikehendaki oleh
Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahyn 2009
tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989,
demikian pula sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 1
Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang Medisi, karena tergugat maupun
wakilnya tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya itu fidak
disebabkan adanya alasan sah menurut Hukum, namun Mejelis Hakim
berusaha menasehati peggugat agar dapat rukun kembali berumah
tangga bersama tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak datang mengahadp
di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau
kuasanya yang sah untuk menghadap, meskipun kepadanya felah
dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaaas panggilan yang
dibacakan di adalam persidangan, dan ternyata fidak mengahapnya
tergugat tersebut, bkan disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau

alasan yang dibenarkan oleh Hukum, maka tergugat yang telah dipanggil
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secara resmi dan patut untuk menghadap sidamg tidaok datang
menghadap, harus dinyatakan fidak hadir secara dan formil gugatan
penggugat dapat diterima dan putusan dengan verstek.

Menimbang, bahwa padadasarnya gugatan penggugat didasarkan
bahwa sejak awal pernikahan hubungan antara penggugat dan tergugat
sebagai suami istri sudah tidak terdapat keharmonisan, sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya berawal karena
tergugat sering minum-minam keras sampai mabuk tergugat tidak mau
mengarjakan shalat lima waktu dan apabila mareh tergugat tidak segan-
segan menempeleng, memukul dan mengancam akan membunuh
penggugat dengan parang, bahkan penggugat, pernah mengajukan
cerai ke Pengadilan Agama Masamba pada tahun 2009, akan tetapi
penggugat dan tergugat kembali rujuk, namun setelah itu tergugat tetap
tidak mau merubah sikap dan perilakunya, sehingga penggugat merasa
tidak dihargai sebagai istri dan akhirnya pada bulan Desember 2010
penggugat dan tergugatberpisah tempat finggal dimana penggugat dan
tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi dan sudah tidak pernah
berkumpul sebagaimana layaaknya suami sitri. Dengan keadaan rumah
tangga yang demikian, penggugat merasa sudah tidak sanngup lagi
meneruskan ikatan pernikahan dengan tergugat dan oleh karenanya
penggugat mengajukan gugatan perceraian ini.

Menimbang, bahwa atasdalil-dalil penggugat tersebut Maijelis Hakim
tidak dapat mendengar jowaban tergugat, karena tergugat sendiri tidak
pernah datang mengahadap di persidangan, meskipun telah dipanggil
secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa seharusnya dengan ketidakhadiran tergugat

yang telah dipanggul secara patut tidak datang menghadap persidangan,
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sehingga tidak dapat didengar jowabannya dapat dianggap felah
mengakui dalil gugatan penggugat, akan tetapi oleh karena yang menjadi
pokok masalah dalam perkara inu adalah terjadinya perselisihan dan
pertengkaran, maka belum cukup alasan bagi Majelis Haki untuk
mengabulkan gugatan penggugat sebelum mendengarkan keterangan
saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari pihak yang
berpekara, sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksaan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undng Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana felah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 134 Komplikasi Hukum Islam
di Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dali-dalil gugatannya,
penggugat telah mengajukan alat buktisurat bertanda P, surat bukti mana
telah bermeterai secukupnya dan telah dilihat dan sesuai aslinya sehingga
dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

bahwa terhadap buktisurat bertanda P (buktioutentik), maka terbukfi
bahwa penggugat dan tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang
sah, menikah pada tanggal 4 Nopember 2006;

bahwa selain penggugat telah mengahdirka dua orang saksi, masing-
masing bernama Suharniwati binti Mursalim dan Hastari bin Ama Purna.

Menimbang, bahwa para saksi di atas telah memberikan keterangan
di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian, yang pada pokoknya
dapat disimpulkan :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri, keduanya

membina rumah tangga di Desa Kalaena Kiri selama é tahun dan

belum dikaruniai anak;
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- Bahwa penggugat dan ftergugat telah berpisah tempat tinggal
sejak  bulan Desember 2010 dimana penggugat pergi
meninggalkan rumah kediaman bersama;

- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti penyebab perpisahan antara
penggugat dan tergugat, namun perselsihan antara penggugat
dan tergugat telah menjadi rahasia umum pada masyarakat
sekitar di Desa Kaloena Kiri, yang disebabkan karena factor
tergugat yang suka meminu-minuman keras hingga mabuk,
bahkan sering memukul penggugat;

- Bahwa saksi dan pihak keluarga penggugat serta fergugat telah
berusaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat, namun
tidak berhasil karena penggugat sudah tidakingin membina rumah
tangga dengatergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang sakai
sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta
dalam perkara ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa terbukti penggugat dan tergugat adalah suami istri,
keduanya telah menikah pada tanggal 4 Nopember 2006 (vide
buktiP);

- Bahwa terbukti penggugat dan tergugat telah berkumpu dan
membina rumah tangga di Desa Kalaena Kiri selaoma 6 tahun dan
belum dikarunai anak;

- Bahwa terbuktibarumah tangga penggugat dan tergugat sudah
tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran
yang menyebabkan penggugat dan tergugat elah berpisah

tempat tinggalsejak bulan Desember 2010;
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- Bahwa terbuktipenggugat bertempat tinggal di Kecamatan Wotu
di rumah orang fua penggugatsedangak tergugat tinggal di
Kecamatan Kalaena di rumah kakak tergugat yang sudah
berlangsung selama satu bulan lamanya dan sudah tidak saling
mempedulikan lagi;

- Bahwa terbuktikeluarga penggugat dan tergugat sudah berusaha

untuk merukunkan penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan yang dijadikan
dasar gugatan penggugat mengacu pada ketentuan Penjelasan Pasal 39
ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f)
Komplikasi Hukum Islam yang menyatalan “antara suami dan istri terus
menerus terjai perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akn
hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa istilah perselisihan dan pertengkaran dalam
rumah fangga sebagaimana tersebut Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Komplikasi Hukum
Islam adalah mengandung makna absatarak yang substansinya adalah
ketidak rukunan atau ketudakharmonisan antara suami istri dalam rumah
tangga. Oleh karena itu perselisihan dan pertengkaran suami istri dalam
rumah fangga meliputi perselisihan dan pertengkaran yang dapat terlihat,
dan tampak dalam bentuk perkelahian dan pertengkaran fisisk secara
nyata, dan yang tfampak dalam bentuk indikasi-indikasi perselisinan, seperti
antara suamiistri terjadi pisah tempat tinggal dalam waktu yang lama, atau
tidak saling memperdulikan lagi, atau suami sitri tersebut masih serumah

tidak berkomunikasi dan berpisah tempat tinggal dan lain-lain sebagainya ;
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Menimbang, bahwa perpisahan tempat tinggal antara penggugat
dan tergugat tanpa alasan adalah suatu hal yang tidak lazim dalam
kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat adalah termasuk
indikasi-indikasi  perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga
sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 166 huruf (f) Komplikasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif kehidupan rumah tangga
penggugat dan tergugat sepertiteruraidi atas, Majelis Hakim menilai rumah
tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang
harmonis dan bahagia, antara penggugat dan tergugat telah terjadi
perselisihan dan pertengkaran serta masing-masing telah hidup secara
terpisah, yang pada gilrannya menimbulkan hambatan komunikasi kedua
belah pihak, maka Maijelis Hakim berpendapat kehidupan rumah tangga
penggugat dan fergugat felah kehilangan hakikat dan makna sebuah
pernikahan yaitu adanya saling menyanyangi, dan mencintai satu sama
lain, dengan demikian kewajiban suami istri sebagaimana dimaksud Pasal
33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dilaksanaan, sehingga
tujuan perkawinan sebagaimana diomantakan dalam Al-Qur’an Surah Ar-
Rum ayat (21) jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3
Komplikasi Hukum Islam, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga
yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa), atau
rumah tangga yang sckinah mawaddah dan rahmah tidak dapat
diwujudkan oleh penggugat dan tergugat, dan apabila kehidupan rumah
tangga yang demikan tetap dipertahankan tidak akan membawa
maslahat bahkan akan menyebabkan kemudlaratan lebih besar lagi bagi

kehidupan kedua belah pihak:
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Menimbang, bahwa disamping itu berdasarkan dalil syar’'l yang
diambil alih sebagai pendapat maijelis berikut :Ahkam Al-Qur’anjilid Il

- Kitab Ahkam Al-Qur’anjilid I, halaman 405;

Maksudnya : Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk mengahadap
persidangan, sedang orang tersebuf tidak memenuhi
panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim
dan gugurlah haknya.

- Kitab Al Muhazzabjilid 11, halaman 81;

Artinya : Apabila seorang istri telah menununjukkan sikap
kebenciannya terhadap  suami, maka  hakim
diperkenankan menjatuhkan haknya (suami terhadap
istrinya tersebut).

Menimbang, bahwa bedasarkan pertimbangan-pertimbangan
tersebut tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa perceraian
yang didalikan oleh penggugat selain telah terbukti juga telah beralasan
Hukum karena telah memnuhi salah satu alternative alasan perceraian
sebagaimana diatur dalam ketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Komplikasi Hukum
Islam yang menyatakan: “Antara suami istri terus menerus terjadi
perselisihan dan pertengkaran dan tdidak ada harapan akan hidu rukun
lagi dalam rumah tangga”, oleh karenannya gugatn penggugat dapat
dikabulkan.

Menimbang bahwa untuk memenuhi Pasal 84 Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1989 tentan Peradilon Agama sebagaimana diubah dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka diperintahkan kepada
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panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini sesuai yang dimaksud pasal
tersebut;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara yang dimohonkan oleh
penggugat, maka oleh karena materi pokok ini menyangkut sengketa
perkawinan, sesuai denga ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 ftentang Peradilan Agama sebagaimana diubah
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua
atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka seluruh biaya yang timbul
dalam perkara ini disebebankan kepda penggugat.

Memeperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang

berlaku serta Hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil seacara resmi dan patut

untuk menghadap persidangan, tidak hadir,
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra tergugat, ( ),
ternadap penggugat, ( );

4, Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk
menyampaikan salin putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang
wilayahnya meliputi tempat finggal penggugat dan tergugat dan
kepada pegawai pencatat nikah di tempat perkawianan pengugat dan
terggugat dilangsungkan dalam janga waktu paling lambat 30 (tiga
puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan Hukum tetap untuk dicatat

dalam daftar yang disediakan untukitu;
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6. Mebebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya

perkara ini sejumlah Rp. 651.000,- (Enamratus Lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputusakan dalam pernusyawaratan Maijelis Hakim
Pengadilan Agama Masamba pada hari Kamis, tanggal é Maret 2012 M,
bertetapan dengan ftfanggal 12 Rabiul Akhir 1433 H. oleh kami Drs. H.
Zainuddin. Ketua Majelis serta Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag. dan
Nahdiyanti,S.HIl., masing-masing anggota Majelis. Putusan tersebut
diucapkan pada hari itu juga dalom persidangan yang terbuka untuk
umum dengan dibantu oleh Baharuddin.H. Panitera Penggant,i dengan

dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. Zainuddin.

Hakim Anggota

Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag.

Nahdiyanti, S. HI.
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Panitera Penganti

Drs. Baharuddin, H
Perincian biaya Perkara :
1. Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Rp. 560.000,-
4. Redaksi Rp. 5.000,-

5. Materai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 651.000,-

(Enamratuslima puluh satu ribu rupaih)
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